
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR /J"

TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 18
TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, maka
diatur melalui Peraturan Bupati Lampung Utara
Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Keija
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara perlu ditinjau kembali;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf
b diatas, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten
Lampung Utara.

Menimbang

: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat

Mengingat
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Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
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II, I 'rmiiirmi Munlei 11 Jnlimi Ni*i4*‘iI NOIIMRMUTNLUM 20 I h
Inilnnn PeitiliPiilidmii Prodiik lliikmn Unemli (Murlln
Nogimi K*( >|MITILLU liitldiii'ttln TnIHIM 20 M) Nomor UO'i(i),
nehngnlmMim loluli IIIIIIIMII dengmi Parol Iiron Muiilml
I luluiit Negorl Nomor 120 Till11111 2018 (Marlin Nngnra
K*i< LM 11illU 11idi »IIMMIM Tnlum <401M ['Junior 11)7);

9, I 'emiumii Moni IM I I 'nmlmrdttvwMn Pmompuso dim
Porllntliingim Aniilt Nnmor u Tidnin <4010 lenlimg
IVdomim Ni iiHOI tli In I HI Pmmglml I Imu'iili Mldimg
I N'u11 MM iInVMM11 I 'ocm11|Miii11 dim Perlliidmigim Auuk
(Merlin Negara Republik liidonenln Tillilin <4010 Nomor
1237);

10, I ’em!urnn Menlerl Kopnrmtl dim IJnidin Knell dim
Menenguli Nnmor I .’1/ 1 *r*r /M,K 111<ni/X / <4010 InnOmg
Pedomnn Nomenklnlur Pernngknl Dnnrnh Mklmig
Kopernnl dim Urinhn Knell dim Menoiignh (Merlin
Nognrn Republik IIKIUIIOMIII Tidnin <4010 Nuniur 1643);

11 , Pernturnn Menlerl SOMIIII Nomor 14 Tnlum 2016
lentnng Pedomnn Nomenklnlur Dlnim SoninI Dacrah
Provinai dim Dliinii Monlnl Ducruh Kubupnlen/Kotu
(Uei'llu Negum Republik Indniiniilu Tnhun 2016 Nomor
1590);

12, Pemturnn Mnnleii Konumlknsl dim Informntlka Nomor
H Tnlum 2010 lentnng Pcdomun Nomenklnlur
Pernngknl Dnornh Mldimg Komunlknal dim Informutlka
(Uei'llu Negurn Ropubllk Indoneain Tnhun 2016 Nomor
1308);

13, Pernturnn Menlerl Purlwiniitu Nomor 21 Tnhun 2016
lentnng MUHII Pomeluun Uruaan Pemerintahan dun
Pedomnn Nomenklnlur Pernngknl; Dncrah Bidang
Pnriwiantn (Berlin Negurn Republik Indonesia Tnhun
2016 Nomor 1997);

14 , Pernturnn Menlerl Dean, Pemhnngunnn Dacrah
Tertinggnl, (Inn TrunmnigruHi Nomor 23 Tahun 2016
lentnng Pedomnn Nomenklnlur Pernngknl; Dacrah
Bidang Trnnamigrnai (Bcritn Negurn Republik
Indoneain Tahun 2016 Nomor 1884);

15, Pernturnn Menlerl Kclnutnn dun Periknnan Nomor
26/Permen-Kp/2016 Icnlnng Pedomnn Nomenklnlur
Pernngknl Dnernh dun Unit Kerja Pudn Perangkat
Dacrah Provinai dan Kabupaten/Kota Yang
Melnkannnkan Uruann Pemerintahan di Bidang
Kelnutnn dan Periknnan (Berita Negara Republik
Indoneain Tnhun 2016 Nomor 1327);

16, Pernturnn Mentor! Ketcnngakcrjaan Nomor 29 Tahun
2016 lentnng Pedomnn Nomenklatur Dinas
Ketenngnkerjnnn Provinai dun Kabupaten/Kota (Berita
Negurn Republik Indonesia Tnhun 2016 Nomor 1440);
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17. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 32/Prt/ M/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Berita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);

18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan
Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1486);

19. Peraturan
43/Permentan/OT.Ol 0/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1330);

20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1498);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016
tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.74/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan
Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat
Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1910);

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan
Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1660);

PertanianMenteri Nomor
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25. Peraturan KepaJa Badan Kcperidudukari dan Kduarg&
Berencana National Homor 163 Tahun 2016 ?JERRTANG
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Pungsw Data*
PengendaJian Penduduk dan Keluarga Berencana di
Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kr/a ffierita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Homor 1266/;

26. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 5Tahun 2017
terntang Pedoman N'omenklatur Perangkat Daeiah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan ffierita Negara RqnUik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96Tahun 2017
tentang Pedoman N’omenklatur, Tugas, dan Pungs:
Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Ifierita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 10);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang ffierita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ffierita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

30. Peraturan Menteri Perindustrian No 17 tahun 2018
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian ffierita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1849/;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pernbinaan dan PengendaJian Penataan
Perangkat Daerah ffierita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan
Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah ffierita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
ffierita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970);
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35. Pcrnturnn Mcnlori Dttlnm Negeri Noinor 90 Tuluin 2019
tending KliiHilikimi, Kodcl’lkunl dim Nomonklnlur
Percnounnmi Pcmbungunun dun Kouungun Unornh
(Berita Negara Republik Indonesia Tnhun 2019 Nomor
1447);

36. Peraturan Men tori Dulum Negorl Noinor 14 Tnhun 2020
tentang Pedoman Nomcnklnlur Dinas Kepondudukun
dun Pcncatatnn Sipll Di Provinsl dun Kabupaten / Kota
(Berita Neguru Republik Indonesia Tnluin 2020 Noinor
202) ;

37. Pernturan Menteri Dulum Negerl Noinor 16 Tnhun 2020
tentang Pedoman Nomcnklnlur Dinua Pemadum
Kebuknran dan Penyelnmatan Provinsi dun
Kabupaten/Kota (Bcrito Negara Republik Indonesia
Tnhun 2020 Nomor 283) ;

38. Pernturan Menteri Dnlum Negeri Nomor 25Tnhun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal don Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 885) ;

39. Pernturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20232 Nomor 181);

40. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54);

41. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomcnklatur Dinas
Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);

42. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomcnklatur Pcrangkat.
Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1345);

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441
Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah
Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik;

44. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Nomor 125).
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PlflWATIIWAN NIIPATI THN'fANM nrlWIIMtAH A t An
MMtATMNAN IIUPATI l/ AWIM/ WO 11 1 At/ A WiMlM IW
TAII1IN M )211 ’MONTANO UthtnnniHAH, tunuittAH
OIIUANIMAMI, TIMIAM MAN IMIIHHU AftN'f A f ATA
I’ltlH ANllll AT MAIUIAM KAIll/PATHW LAMI' IINti II I AHA

Mc*lit*lMpkiMI

I'UNMI I

Mcbernpu kclcnllltm dnlniii l'eildlll‘Hli Miipnll huiiipiliig I l ium llmiihi III
Tnhun 2023 Trillimg Krdudulum, MIMHIMIN OignnlNiiMl, Tugim him hmi'/ il
Serin Tuln Knjn I'rnmgknl hnnrnh Kuliiipulen Ijumpimu UIMIII (Mi'flln Ihuunti
Kubupnlcn Uuupung Uluru Tnliim 2023 Ninnor IM) dlidiuli nehugul Imilkid

1 . Rdcntuuu nvni (3) I'uuul 2.3 dllihuh ui'hluggn lierlMMiyl M/d /ugnl Imilkul

I HMHI X \

( 1 ) Mini /Mill Miipnll mciupunyul lugun inrinbeilknn lulnalinn m/mg/mul
muuulnh prmrrluluhnii durruh ncMllnl driignn lildimg liigiumyii

(2) Untuk mrlnknnuuknu liiguuHcbuguliiiniin (llmiilniml pndnnyiil (I),Hint
/Mill IJupnil mompunyul rungnl:
n. penyunuunn lolnnhfin dim ku|lim;
1). prlukrtiinnun Inrti 111nnl dnlimi lliolnkllknll peili'luulinn dull

pcngknjlun;
c. pcluksnnuun knordluuMl dim Imnmillnnl (Intom melnkukim

pcnclnulmn dim pongknJlMu;
d. pcmbcrlnn nurnn dim perllmbnngun krpudn IItipnlI; dim
c. pcluknunuun lugun Inin yang dlbnlkim Miipnll.

(3) Slid' Ahll Muput11ci'dIII dttii:
1 . Slid' Ahll Bupnll Midnng Pcmorlntuhun, lliikumdim I'nllllk ;
2. Slid' Ahll Miipnll llldung I’cmhungunun, Ifikonoml, dim Knunugnn;

clan
3. Slid' Ahll Bupnll Midimp. Kriuniiyuiukutim, Humber linyn Mimmilii

dun Pelaynnun Umuni,

2. Kctcnluun Pnuid 2ft dlnbidi nehlnggn hrrbunyl ncbitgid brrlkul:

PMNUI 2ft

( 1) Slid' Ahll Bupnll Midnng IVnibungunnn, ICkonond dim Kninngnn
membuntu Bupnll memberlknn telnuhim dun kujlun mougcnnl
Pcmbungunim, Kkonuml dim KiMinnp,im, yung mcnnikup:
u. Midimp, Pcmbungunun, mollpull:

1 ) pcmbungunim SiminI ICkoimini;
2) pcmbungunim Sonlul Mudnyn;
3) pcmbungunim InfruHlruklur;
d) pcmbungunim Srklor iilrulrgln; dun
ft) pcmbungunim pcdcnuim, duernli IrrpcnHI dim dneruh leiinnllr.
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b. Biclang Ekonomi, mcliputi:
1 ) pembangunan perekonomian umum;
2) pembangunan perekonomian produksi;
3) pembangunan perekonomian penunjang; dan
4) pembangunan perekonomian strategis.

c. Bidang Keuangan, meliputi:
1 ) pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaannya;
2) sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan Pinjaman Daerah;
3) pembinaan hubungan Pemda dengan lembaga keuangan; dan
4 ) pengcmbangan BUMD.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Staf
Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
mempunyai fungsi:
a. penyusunan telaahan kajian penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam bidang pembangunan, ekonomi dam keuangan;

b. pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan penelaahan dan
pengkajian dalam bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan;

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam
kebijakan pembangunan, ekonomi dan keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

( 1) Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumbcr Dava Manusia dan
Pelayanan Umum membantu Bupati memberikan telaahan dan kajian
mengenai kebijakan dibidang Kemasyarakatan, Sumbcr Daya
Manusia dan Pelayanan Umum, yang mencakup:
a. Bidang Kemasyarakatan, mcliputi:

( 1 ) pembinaan lembaga kemasyarakatan dan pengcmbangan
potensi;

(2) pengcmbangan partisipasi mnsynrnknt ;
(3) pembinaan dan pclcstarinn kclcmbagaan adat, seni budaya dan

nilai- nilainya;
(4) pemantapan ketnhanan masyarakat; dan
(5) pemberdayaan masyarakat

b. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum. meliputi:
( 1) pembinaan dan pengcmbangan sumbcr daya manusia

masyarakat dan pelayanan umum;
(2) pembinaan dan pengcmbangan sumbcr daya manusia aparatur

dan pelayanan umum; dan
(3) kerjasnnm dalam pengcmbangan sumbcr daya manusia

masyarakat, sumbcr daya manusia aparatur dan pelayanan
umum.

\
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(2) Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksua pada ayat ( i).Seal

Ahli Bupad Bidang Kemasyarakatan. Sumber Daya Manusia dan
Pelayanan Umum mempunyai t'ungsi:
a. penyusunan telaahan kajian penyelenggaraan pemerintahan

daerah dalam bidang kemasyarakatan. sumber daya manusia dan
pelayanan umum:

b. pelaksanaan fasilitasi dalam melakukan peneiaahan dan
pengkajian dalam bidang kemasyarakatan. sumber daya manusia
dan pelayanan umum:

c. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupari dalam
kebijakan kemasyarakatan. sumber daya manusia dan pelayanan
umum; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

4. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3)
huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan
melaksanakan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan di
bidang penatausahaan pertanahan.

(2) Untuk melaksanakan tugasnya. Seksi Pertanahan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan reneana dan program Seksi Pertanahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan
tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

b. pembagian tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas:

c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait
baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas:

d. penyiapan bahan dan penyusunan konsep Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pertanahan;

e. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang
penatausahaan pertanahan:

f. penyiapan bahan untuk pemberian izin lokasi:
g. pelaksanaan pembinaan di bidang penatausahaan pertanahan:
h. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi. verifikasi, pemetaan. dan

fasilitasi permasalahan tanah;

i. penyusunan rekomendasi pemanfaatan dan pelepasan tanah:
j. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah. ganti kerugian

tanah kelebihan maksimum dan absentee (tanah diluar batas hak
milik);

k. pelaksanaan land banking, land freezing dan fasilitasi
penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan dan untuk kepentingan umum:
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l. pelakaanaan faailitaal pcnycdluan lahan dan pertanahan untuk
rchabJUtaai rurnah korban bcncanu flan maayarakat ynriH Uifkem

relokaai program Pemerintah;
m. pcnyiapan bahan pcnctapari

kcrugian dan auntunun lanah untuk relokaai akibat program
Pemerintah;

n . mcnyiapkan bahan pcngclolaari admlniatraai tanah-tanah yang
dikuaaai dan /atau milik Pemerintah Kabupatcn, tukur-mcnuknr
dan pcnakairan tanah;

o. pcnyiapan bahan pcnctapari dan pcngclolaari hlbah tanah untuk
pcmbangunan;

p. pcnyiapan bahan pengusulan acrtifikaal tanah Pemerintah
Kabupaten;

q. pelaksanaan koordinaai, pemantauan, cvaluaai dan pcJaporan
Seksi Pcrtanahan; dan

r. pelakaanaan tugaa kedinaaan lain yang di berikan ataaan oenuai
ketentuan perundang-undangan yang bcrlaku.

(3) Seksi Pertanahan terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pertanahan; dan
b. Jabatan Pelakaana.

(4) Jabatan Pelakaana aebagaimana dimakaud pada ayat (3) huruf b
bertanggungjawab kepada Kepala Sckai Pertanahan.

(5) Jabatan Pelakaana aebagaimana dimakaud pada ayat (4)
melaksanakan tugas pelayanan adminiatratif, tugaa teknia yang
bersifat umum, aerta tugaa teknia yang beraifat apeaifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pertanahan.

(6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelakaana dimakaud pada ayat (5)
ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analiaia beban kerja.

redialrilnmi tanah acrbi gantl

5. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

(1) Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelakaanaan kebijakan, pemberian bimbingan
teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan , keija sama dan
informasi keamanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan, keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan ,
keija sama dan informasi keamanan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, keija sama dan
informasi keamanan pangan;
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d. pendampingan kegiatan di bidang kelembagaan kcamanan pangan,

pengawasan keamanan pangan , kerja sama dan informaai
keamanan pangan;

e. penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang
kelembagaan keamanan pangan , pengawasan kcamanan pangan,
keija sama dan informasi keamanan pangan;

f. penyiapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan ,
keija sama dan informasi keamanan pangan;

g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi
keamanan pangan;

h. melaksanakan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi
Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK); dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan ketentuaan yang berlaku.

(3) Bidang Keamanan Pangan, terdiri dari:
a. Kepala Bidang Keamanan Pangan; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan
keterampilan serta jabatan pelaksana, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Pangan;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4 )
melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional
sesuai peraturan perundangan serta tugas dan /atau kegiatan Bidang
Keamanan Pangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang
Keamanan Pangan sesuai keahlian dan keterampilannya;

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari
jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Keamanan
Pangan;

(7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
melaksanakan tugas pelayanan administratif , tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Keamanan Pangan;

(8) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

6. Ketentuan Pasal 199 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
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c. BidangTata Lingkungan, membawahi;
1 . Seksi Invctarisasi, Rancangan Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan
Berbahaya, membawahi;
1 . Seksi Pengelolaan Penanganan Sampah;
2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
3. Seksi Pengelolaan Pengurangan Sampah; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup, membawahi;
1. Seksi Pemantauan Dan Evaluasi Kualitas Air, Udara Dan Tanah;
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Seksi Penaggulangan, Pemulihan Kerusakan Lingkungan; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
membawahi;
1. Seksi Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,
huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

(5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf huruf c, huruf
d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang yang bersangkutan;

(6) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

(7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h, terdiri dari jenis Jabatan Fungsional bidang keahlian dan
keterampilan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas;

(8) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.
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7. Kctentuan Pnsal 215 diubah schingga bcrbunyi aebagai berilcut:

Pasul 215

( 1 ) Bidang Pcnaatan dan Pcningkatan Kapasitas Lingkungan mcmpunyai
tugas pokok melaksanakan Penaatan pcningkatan kapasitas dan
pcnyclcsaian pengaduan kasus/scngkcta lingkungan scrta penegakan
hukum lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,
Bidang Pcnaatan dan Pcningkatan Kapasitas Lingkungan
menyclenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;
b. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang

tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengclolaan Lingkungan
Hidup;

c. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
d . penyusunan rekomendasi tindaklanjut basil verifikasi pengaduan;
e. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil

tindak lanjut pengaduan;
f. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;
g. sosialisasi tata cara pengaduan;
h. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;

i. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau
kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan
izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

l. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan;

m. pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah;

n. pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi
penegakan hukum lingkungan;

o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

p. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara
terpadu;

q. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait
dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
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r. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

s. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat dan
penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

t. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

u. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional terkait PPLH Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan
terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

v. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA, fasilitasi
keijasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

w. penyiapan model dan sarpras peningkatan kapasitas dan
peningkatan keijasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;

x. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan
penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;

y. pengembangan materi dan metode serta peningkatan kapasitas
instruktur dan penyuluh LH dalam pelaksanaan diklat dan
penyuluhan LH;

z. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
aa. pengembangan jenis penghargaan dan penyusunan kebijakan tata

cara pemberian penghargaan LH;
bb. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dalam

pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
cc. dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional; dan
dd. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, terdiri dari:
a. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasaitas Lingkungan;
b. Seksi Pengelolaan Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan
keterampilan serta jabatan pelaksana, yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan.
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((> ) Kelompok Jabatan Pungsional Mcbugalmunu dlmukmid pada ayat (!>)
mrlukHunakun uminn lugaa < lun / utuu kegluiun jahulun fungHlonal
NHiuid peruluran perundangau serin lugns dan /alau keglalan IJIdang
Ponnatan clan Pcnlngkatun Kupuullua Ungkuugun dalain
penyelenggarann lugaadan hingul IJIdang PennaUin dun Ponlngkalun
Kupasitas Lingkungan sesuui kcahlinn dun kolnrampllnnnyn ,

(7) Julmtun Pelaksanu sclmgaimann dlmnkmid puda ayal (!> ) lerdlrl ( lari
jenls jabatan pelaksanu srsunl bidung tugns pada Bidang Ponnatan
dan Penlngkatan Kupasitas Lingkungan.

(8) Jubatan Pelaksanu sebagaimana dimakaud pada ayid (7)
mclakuunnkan lugaa pelnyanan udmlnislrutif, lugaa tcknls yang
bersifut unnun, aorta lugaa tokuia yang bersifnt spcsil'ik dalmu
penydcnggaraan lugaa dan IXingsi llidang Pcnuatan dan Penlngkatan
Kapasitaa Lingkungan.

(9) Jumlah dan jcnla Jabulun Pungaionnl dan Jubatan Pclukaana
ditetapkan bcrdaaarkan anulisis jubatan dan analiaia beban kerja.

8. Kotcntuan Paaul 218 diubah sehingga berbunyi sebugal berlkut:

Pasul 218

( 1 ) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membuwahi;

1. Sub Bagian Umum dan Kepcgawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Pungaionnl dan Pelaksanu.

c. Bidang Pelnyanan Pendaftaran Penduduk, membawahi;
1 . Kelompok Jabatan Pungsional dan Pelaksanu.

d. Bidang Pelnyanan Pencatatan Sipil, membawahi;
1. Kelompok Jabatan Pungsional dan Pelaksanu.

e. Bidang Pcngelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ,
membawahi;
1. Kelompok Jabatan Pungsional dan Pelaksanu.

f. Bidang Pcmanfaatan Data dan lnovasi Pelnyanan, membawahi;
1 . Kelompok Jabatan Pungsional dan Pelaksanu.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
h. Kelompok Jabatan Pungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b, dipimpin
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, huruf d ,

huruf c, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
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(5) Unit Pelaksana Tcknis Daerah ( UH'D) Mobagalmnna (IIITIIIICMIICI pada
ayat ( 1 ) huruf g, dipimpin olch Kopalu UPTD yang borwla ( II bit with
dan bertanggung jawab kepatla Kopala Dlnaa.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional scbngalinana (IlmaUiual pada ayal ( I )
huruf h, tcrdiri dari jcnis Jabatan Kungalonal bldang koalillan dan
keterampilan, bcrada dlbnwah dan brrlanggung Jawab knpada Krpala
Dinas.

(7) Bagan Organisasi Dinas Kependiidukan dan Ponoalabm Sipil ad/d/di
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pomlumn IJupal I Ini.

9. Ketentuan Pasal 220 diubali schingga berbunyl sebugnl bcrikul :

Putiul 220

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikon peluyunan teknia
dan administratif kepada scmua unsur di lingkungan Dinas dalam
melaksanakan pembinaan administrasi yung mcliputl pcrencanuun,
ketatausahaan , dokumentasi , informasi, kerumahlanggaan,
kepegawaian, keuangan , perlengkapan, dan pcngelolaun barang milik
daerah serta pelayanan teknis administrasi kepada Kcpalu Dinas,
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di

lingkup Sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan kcwenangannya;
b. penyusunan rencana dan program kegiatan sekretariat

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. pembagian tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun
tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian ,
perencanaan dan keuangan, organisasi, tata laksana, rumah
tangga dinas, serta pengelolaaan barang milik daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. menyiapkan bahan usulan, perubahan dan pembahasan Rencana
Keija Anggaran (RICA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

f. pengkoordinasian dan Penyusunan program pembangunan jangka
pendek (RENJA) , jangka menengah (RENSTRA) dan jangka panjang
(RPJMD), Indikator Kineija Utama (IKU), Perjanjian Kinerja ( PK) dan
jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

g. penyiapan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan ,
sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan
fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
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h. pcngkoorditumlnn dan pcnyusunan laporan pemerintahan meliputi

U\poran Analiala Jubatan, Analisis Beban Kerja scrta Sistem
KomptMonsl Jabatan (SKJ);

i . penylapnn konscp keb(jakan Kepala Dinas dan naskah dinasyang
berkaltan dongau kegiatan perencanaan, cvaluasi, pelaporan,

aialcm inlbrmasi, kcuangan, udministrasi umum, kepegawaian dan
l\mgsl lain yang diberikan olch Kcpala Dinas;

j. pcngkoordlnasian dan penyiapan konscp Laporan Keterangan
Pcrtanggungjawaban Bupati (LKPJ) , Laporan Kineija Instansi
Pemorlntah (Ll^jlP), Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi
Pemerintahan (LAK1P), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan
lainnya sesuui dcngan ketentuan yang berlaku;

k. perenoanaan, pclaksanaan, pengawasan dan pelaporan penilaian
nmndiri pclaksanaan Reformasi Birokrasi;

L . pcnyusunan Standnr Operasional Prosedur Pelayanan Publik;
m. pelayanan inlormasi di bidang kepetidudukan dan pencatatan

sipil;
n. penyelcnggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas; dan
o. pclaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai

ketentuan perundang undangan yang berlaku.
(3) Uutuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud

pada ayat ( l ) dan (2) , Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang membuwahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Kclompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana.

(4) Untuk Sub Bagian sebugaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung javvab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan
keterampilan scrta jabatan pelaksana, yang berada di bawah dan
bertanggung javvab kepada Sekretaris.

(6) Kclompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional
sesuai peraturan perundangan serta tugas dan/atau kegiatan
sekretariat dalam penyclenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat
sesuai keahlian dan keterainpilannya.

(7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari
jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Sekretariat.

(8) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersit'at spesifik dalam
penyelcnggaraan tugas dan fungsi Sekretariat.

(9) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
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10. Ketentuan Pasal 222 diubah schingga bcrbunyi scbagai bcrikut:

Pasal 222

(1) Sub Bagian Keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat
(3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pcngclolaan
administrasi keuangan dalam lingkungan dinas.

(2) Untuk menjalankan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1 ) Sub
Bagian Keuangan menyelcnggarakan fungsi:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran;
b. melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran , perbendaharaan ,

verifikasi dan pembukuan;
c. menyusun laporan pertangungjawaban keuangan;
d. menyiapkan bahan usulan calon pengelola keuangan;
e. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan

terhadap bendaharawan;
f. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan

dengan satuan/unit kerja terkait;
g. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan

prasarana kantor;
h. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan , penyimpanan

dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya;
i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pada Sub Bagian

Keuangan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
(3) Sub Bagian Keuangan terdiri dari:

a. Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan.

(6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

11. Ketentuan Pasal 279 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 279

(1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
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1' Hull IVIultumiu TUUIIIM I)MOITILL (UITD)i Him
I Kolnmpnk Jnhulun KmigMlomn,

( H rtelunhukU unliuguimmin dlmukwiid piulu uyul ( I) huruf I), diplmpln
ulnli mt'imum Holuniurlu yung herudu HI Imwtth Him I»»TRLUMKHL* JUWIIIJ
ImpuHn kopulu Dlnuu,

(H) IlIHung IlIHung ut'lmgulmmiu HliimlimiH pmlu iiyul ( I ) huruf c Hun
huruf H nmniuH mmilug Hlplinpin oltih soorang Kopulu HiHung yung
ht'itulu HI Imwnh Him hiM'liniKMUMH juwiib kepudu Kopulu Dlnns.

(H) Huh llnglnn uohugulmunu dlmukuud pmIn uyi.it ( I ) huruf b, Hipirnpln
uloh uonrung Kopulu Huh lluglmi yung borodu di buwuh dun
ht'rtnnggnngjmvub kepudu Hekrelurlu Dlnuu.

(h) Hokul Mokul uohugulmunu dlmukuud piulii uyul (l) huruf c Hun huruf d
inuuliiH mnulug Hlplmpln oltih uoormig Kopulu Bolcui yung bcrada di
hnwnh Hun herlunggung Juwub kepudu Kepala Bidung yung
benmngkutnn.

(t>) Unit Pelukuunu TrimIn Dlnuu (UPTD) Hebuguinriunu dimakuud pada
uyul (I) huruf a, Hlplmpln oleh Kopulu Unit Pelukuunu Teknis Dacrah
(UPTD) yung bortulu HI huwuh dun borlunggung juwub kepada Kepala
Dlnuu.

(7) Kelompok Jubulun Kungulonnl Hehugnlmunn dlmaltuud pada ayat (1)
huruf f, lerdlrl Hurl jonlu Jubulun Kunguionul bidang kcahlian dan
ketorumpllun, bomdn Hlbuwuh dun bertanggungjawab kepada Kepala
Dlnuu,

(H) Bugun ORGANIHUHI Dlnuu Kepomuduun dan Olahraga adalah
Nobugnlmnnu torenntum Hnlnm Lumpirun XXI Peraturan Bupati ini

12 , Krtenluun PimaI I dlubuh uehinggu berbunyi sebagai berlkut:

Puanl 281

( 1 ) Sokreturlut mempunyni lugnu pokok memberikan pelayanan teknis
dun ndmlnlslratlf kepudu ueinun unsur di lingkungan Dinas dalam
melakaanukun pombinuan adminlstrasi yang meliputi perencanaan,
kelatauaahaan, dokumentasi, Informasi, kcrumahtanggaan,
kepeguwaian, kcunngan, perlengkupan, dan pengelolaan barangmilik
daerah serin pelayanan teknis adminlstrasi kepada Kepala Dinas,
sesuni pornturnn perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
Sekrctnrint menyelenggarakan fungsi:
u, mcmimpin clan mengkoordinasikan pclaksanaan kegiatan di

llngkup Sekretariat Dinas yang menjadi tugas dan
kewenungunnya;
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b. penyusunan rencana dan program kcgiatan sekretariat
berdasarkan peraturan pcrundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. pembagian tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta membcrikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kclancaran pelaksanaan tugas;

d. pcnyiapan bahan pembinaan, pemantauan , pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,
perencanaan dan keuangan, organisasi, tata laksana, rumah
tangga dinas, serta pengelolaaan barang milik daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. menyiapkan bahan usulan, perubahan dan pembahasan Rencana
Ketja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

f. pengkoordinasian dan Penyusunan program pembangunan jangka
pendek (RENJA), jangka menengah (RENSTRA) dan jangka
panjang (RPJMD), Indikator Kineija Utama (IKU), Peijanjian
Kineija (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

g. penyiapan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan,
sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian
dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

h. pengkoordinasian dan penyusunan laporan pemerintahan
meliputi Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Keija serta
Sistem Kompetensi Jabatan (SKJ);

i. penyiapan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan,
sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian
dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

j. pengkoordinasian dan penyiapan konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kineija Instansi
Pemerintah (LKjlP), Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi
Pemerintahan (LAKIP), Evaluasi Kineija Pembangunan Daerah
(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penilaian
mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

l. penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik;
m. pelayanan informasi di bidang Kepemudaan dan Olahraga;
n. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan dinas;
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai

ketentuan perundang undangan yang berlaku.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2), Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang membawahi:
a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
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H) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin

oleb seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kcpada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b tcrdiri darijenis jabatan fungsional keahlian dan
Ueterampilan serta jabatan pelaksana, yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional
sesuai peraturan perundangan serta tugas dan/atau kegiatan
sekretariat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat
sesuai keahlian dan keterampilannya.

(7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari
jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Sekretariat.

(8) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat.

(9) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban keija.

13. Ketentuan Pasal 282 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 282

(1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 281 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan
pengelolaan administrasi keuangan serta melakukan urusan
ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan pelaksanaan
kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi
lingkungan serta proses administrasi pengelolaan, pembinaan
administrasi kepegawaian dan perlengkapan dalam lingkungan dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan
fungsi:
a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan urusan

umum;
b. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan

kebersihan lingkungan kerja;
d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat dan

penyiapan rapat-rapat dinas;
e. memelihara dan merawat kendaraan dinas, perlengkapan kantor

serta aset lainnya;
f. mengelola administrasi kepegawaian;
g. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekeijaan,

daftar urut kepangkatan, sumpah /janji pegawai, gaji berkala dan
peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkup dinas;
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h. menyiapkan bahan membina kepegawaian dan disiplin pegawai di

lingkup dinas;
mengelola data kcarsipnn umum dan kepegawaian, perpuslakaan
dan dokumentasi;

j. mengelola administrasi kepegawaian di lingkup dinas;
k. menyiapkan bahan pengembangan sumber daya aparatur untuk

ikut pendidikan, pclatihan, kursus dan pembinaan lainnya;
l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan meliputi

Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja scrta Sistem
Kompetensi Jabatan (SKJ);

m. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan l'asilitasi pengelolaan

ketatausahaan dengan satuan/unit kerja terkait;
n. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran;
o. melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran, perbendaharaan,

verifikasi dan pembukuan;
p. menyusun laporan pertangungjawaban keuangan;
q. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan administrasi

keuangan terhadap bendaharawan;
r. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan

dengan satuan/unit kerja terkait;
s. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan sarana

dan prasarana kantor;
t. melaksanakan kegiatan pengelolaan, penyediaan, penyimpanan

dan pendistribusian serta inventarisasi barang dan aset lainnya;

u. melaksanakan evaluasi dan melaporkan kegiatan pada Sub
Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan

v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku
(3) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan terdiri dari:

a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan

b. Jabatan Pelaksana.
(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan Keuangan.
(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang

bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian

dan Keuangan.
(6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban

kerja.
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14. Ketentuan Pasal 299 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 299

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan, menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

(2) Rincian tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur,
adalah sebagai berikut:
a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan unit keija

lainnya di lingkungan bidang Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka penyusunan rencana
program keija seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekeijaan;

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan
bidang tugas seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;

c. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan berkoordinasi dengan
bidang lain dalam peningkatan pelayanan, pembinaan dan
pengembangan sumber daya manusia aparatur bidang pariwisata
dan ekonomi kreatif;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk kegiatan pelayanan,
pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
serta bimbingan teknis bagi pemenuhan standar kompetensi
aparatur bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;

e. mengumpulkan bahan, menganalisis dan menyajikan data
informasi seksi pengembangan sumber daya manusia aparatur;

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan intansi
terkait, Provinsi dan Pusat bagi pengembangan pelayanan dan
pembinaan sumber daya manusia aparatur bidang pariwisata dan
ekonomi kreatif;

g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan evaluasi
pelakasanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur;

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; dan

b. Jabatan Pelaksana.
(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya

Manusia Aparatur.
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(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur.

(6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

15. Ketentuan Pasal 372 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 372

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas urusan
pemerintahan daerah di bidang perencanaan serta penelitian dan
pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan

pengembangan daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum dan

koordinasi di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
daerah;

c. pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan tugas di bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

16. Ketentuan Pasal 373 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 373

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah, membawahi;
1. Sub Bidang Data Dan Informasi Pembangunan;
2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pembangunan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi;
1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi;
1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

f. Bidang Infrastrukur dan Kewilayahan, membawahi;
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1. Kclompok Jabatan Fungsional dan Pclnksana.
g. Bidang Pcnclitian dan Pcngembangan; dan

1. Kclompok Jabatan Fungsional dan Pclaksana.
h. Kclompok Jabatan Fungsional.

(2) Sckrctariat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin
olch scorang Sckrctaris yang bcrada di bawah dun bortanggung jawab
kcpada Kcpala Badan.

(3) Bidang-Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, huruf d ,
huruf c. huruf f, dan huruf g, masing - masing dipimpin olch scorang
Kepala Bidang yang bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada
Kcpala Badan.

(4) Sub Bagian - Sub Bagian scbagaimuna dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf
b. masing-masing dipimpin oleh scorang Kepala Sub Bagian yang
bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Sckrctaris Badan.

(5) Sub Bidang - Sub Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf
c. masing-masing dipimpin olch scorang Kepala Sub Bidang yang
bcrada di bawah dan bcrtanggung jawab kcpada Kepala Bidang
Perencanaan Makro Pembangunan Daerah.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf h. terdiri dari jenis Jabatan Fungsional bidang keahlian dan
keterampilan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kcpada
Kepala Badan.

(7) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 374 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 374

(1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan
dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas serta penyusunan
kebijakan pelaksanaan fungsi penunjang urusan bidang perencanaan
dan urusan bidang penelitian dan pengembangan dalam rangka
mendukung tugas-tugas pembangunan pemerintah daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan
fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang

urusan bidang perencanaan dan urusan bidang penelitian dan
pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;

b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta
penelitian dan pengembangan;

c. penyelenggaraan analisa data dan informasi untuk perencanaan
pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
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c. penyelenggaraan pcmbinaan dan pcngcndalian pelaksanaan

administrasi Badan Perencanaan Pcmbangunan Daerah; dan
f. penyelcnggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

18. Ketentuan Pasal 378 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378

(1) Bidang Perencanaan Makro Pcmbangunan Daerah mempunyai tugas
Melaksanakan Analisis Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian,
Evaluasi serta Penyajian Data Pendukung dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah, mempunyai
fungsi:
a. menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan

pemerintahan bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah,
mcliputi perencanaan dan pendanaan, data dan informasi serta
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;

b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang
perencanaan dan pendanaan, data dan informasi serta
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;

c. penyelengaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah;

d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan
Makro Pembangunan Daerah; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah;
b. Sub Bidang Data Dan Informasi Pembangunan;
c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan;

dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b,
huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Perencanaan Makro Pembangunan Daerah.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf e terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan
keterampilan serta jabatan pelaksana, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Makro
Pembangunan Daerah.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional
sesuai peraturan perundangan serta tugas dan/atau kegiatan Bidang
Perencanaan Makro Pembangunan Daerah dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah
sesuai keahlian dan keterampilannya.
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(7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari

jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang
Perencanaan Makro Pembangunan Daerah.

(8) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Makro
Pembangunan Daerah.

(9) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban keija.

19. Ketentuan Pasal 379 dihapus

20. Ketentuan Pasal 406 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 406

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis
dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan dalam
melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan,
ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan Aset serta
pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Badan, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di

lingkup Sekretariat yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. penyusunan rencana dan program kegiatan sekretariat

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. pembagian tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan
koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian,
perencanaan dan keuangan, organisasi, tata laksana, rumah
tangga dinas, serta pengelolaaan Aset sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

e. menyiapkan bahan usulan, perubahan dan pembahasan Rencana
Keija Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

f. pengkoordinasian dan Penyusunan program pembangunan jangka
pendek (RENJA), jangka menengah (RENSTRA) dan jangka
panjang (RPJMD), Indikator Kineija Utama (IKU), Peijanjian
Kineija (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

g. penyiapan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan,

dokumentasi, informasi, kerumahtanggaan,
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sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian
dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
pengkoordinasian dan penyusunan laporan pemerintahan
meliputi Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Keija serta
Sistem Kompetensi Jabatan (SKJ);

i - penyiapan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan,
sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian
dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

j. pengkoordinasian dan penyiapan konsep Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) , Laporan Kineija Instansi
Pemerintah (LKjlP), Laporan Akuntabilitas Kineija Instansi
Pemerintahan (LAKIP), Evaluasi Kineija Pembangunan Daerah
(EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ,
Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

k. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penilaian
mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

l. penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik;
m. pelayanan informasi di bidang pengelolaan pajak dan retribusi

daerah;
n. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan badan; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan atasan sesuai

ketentuan perundang undangan yang berlaku.
(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2), Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan
keterampilan serta jabatan pelaksana, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional
sesuai peraturan perundangan serta tugas dan/atau kegiatan
sekretariat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat
sesuai keahlian dan keterampilannya.

(7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari
jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Sekretariat.

(8) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat.

h.
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(9) Jumlnh dan jcnis Jabatan Fungsional dan jabatan Pclakaanaditotapknn bcrdasarkan analisia jabatan dan analisis bcban kcrja.

Diantara Pasal «407 dan Paaal 408 diaiaipkan 1 (satu) Paaal. yaitu Paaal
^07A yang bcrbunyi scbagai bcrikut:

21 .

Paaal 407A

(1) Sub Bagian Kcuangan dan Pcrlcngknpan acbagaimana dimakaud
dalam Paaal 406 aval (3) huruf b mcmpunyai tugaa pokok
mclaksannkan pcngclolaan adminiatmsi kcuangan dan pcrlcngkapan
dalam lingkungan badan.

(2) Untuk mcnjnlankan tugas acbagaimana dimakaud pada ayat (lj Sub
Bagian Kcuangan dan Pcrlcngkapan mcnyclcnggarakan fungsi:
a. pclaksanann pcnatausahaan, invcntarisasi dan pclaporan Aset

yang ada di perangkat daerah;
b. penyusunan dan pcrcncanaan kebutuhan barang dan

pcmcliharaan, pclaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk
keperluan Badan serta pengusulan penghapusan aset tetap, aset
tidak benvujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

c. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban
kcuangan Badan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;

d. penyiapan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam
pcngclolaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan;

c. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di
lingkungan Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan
ketentuan yang berlaku;

f. mengumpulkan bahan, menganalisis dan menyajikan data
informasi;

g. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sub bagian dan seksi
sebagai bahan penyusunan laporan Pengcndalian Operasional
Kegiatan (POK);

h. penyiapan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

i. penyiapan bahan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis di
bidang keuangan kepada pcngelola keuangan dan bendahara di
lingkungan Badan;

j. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian Keuangan dan Pcrlengkapan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan
perundang undangan yang berlaku.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Pcrlcngkapan terdiri dari:
a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pcrlcngkapan; dan
b. Jabatan Pelaksana.
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(4) ^abatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan
Perlengkapan.

(6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

yang

22. Ketentuan Pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414

(1) Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok
menghimpun dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan penagihan pajak daerah serta melaksanakan
pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah dan
penagihan tunggakan pajak daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Penagihan dan Pembukuan menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan, merencanakan, mengoordinasikan, membina

dalam pelaksanaan penagihan dan tunggakan pajak daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. pelaksanaan dan pembukuan serta pelaporan hasil pelaksanaan
penetapan penerimaan dan pemungutan pajak daerah.

(3) Bidang Penagihan dan Pembukuan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dipimpin oleh
Kepala Bidang Penagihan dan Pembukuan yang membawahi:
a. Sub Bidang Penagihan Pajak;
b. Sub Bidang Pengelolaan dan Penagihan Retribusi; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penagihan dan Pembukuan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan
keterampilan serta jabatan pelaksana, yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan
Pembukuan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional
sesuai peraturan perundangan serta tugas dan/atau kegiatan Bidang
Penagihan dan Pembukuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
Bidang Penagihan dan
keterampilannya.

keahlian danPembukuan sesuai
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(7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari
jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Penagihan
dan Pembukuan.

(8) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Penagihan dan
Pembukuan.

(9) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban keija.

23. Ketentuan Pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 416

(1) Sub Bidang Pengelolaan dan Penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 414 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di
bidang Pengelolaan dan Penagihan Retribusi.

(2) Rincian tugas Sub Bidang Pengelolaan dan Penagihan Retribusi,
adalah sebagai berikut:
a. Mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan

lain-lain;
b. Melaporkan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
c. Menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan

perubahan target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
d. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta

teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan
pendapatan lainnya;

e. Menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan
tarif retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

f. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan
PAD sektor retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

g. Melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring, dam
klarifikasi data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan
lainnya;

h. Menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi daerah
dan pendapatan lainnya;

i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap regulasi
pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya; dan

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Sub Bidang Pengelolaan dan Penagihan Retribusi terdiri dari:
a. Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Penagihan Retribusi; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan
Penagihan Retribusi.

J
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(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bidang Pengelolaan dan
Penagihan Retribusi.

(6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

24. Ketentuan Pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426

(1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
mempunyai tugas pokok perumusan, pengelolaan dan pelaksanaan
seleksi penerimaan/pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Praja
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), tenaga honorer/ tenaga
kontrak/ tenaga harian lepas/ Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian
Keija (PPPK).

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian,
menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi

kepegawaian;
b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN);
c. menyelenggarakan pengadaan ASN;
d. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN;
e. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian ASN;
f. memverifikasi database informasi kepegawaian;
g. mengkoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
h. memfasilitasi lembaga profesi Aparatur Sipil Negara;
i. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan, pemberhentian

dan pengelolaan informasi; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
(3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian terdiri

dari:
a. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Kepegawaian;
b.Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian.
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e- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal lka dan sejarah
kebangsaan di Wilayah Kabupaten Lampung Utara; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri

dari:
a. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter

Bangsa;
b. Sub Bidang Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
c. Sub Bidang Pembinaan Bela Negara Dan Karakter Bangsa; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(4) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf
c, dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan
keterampilan serta jabatan pelaksana, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional
sesuai peraturan perundangan serta tugas dan/atau kegiatan Bidang
Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai keahlian dan
keterampilannya.

(7) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari
jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada Bidang Ideologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

(8) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

(9) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban keija.

26. Di antara Pasal 453 dan Pasal 454 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal
453A dan Pasal 453B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 453A

(1) Sub Bidang Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Sub Bidang Pembinaan Ideologi
Dan Wawasan Kebangsaan.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

Sub Bidang Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan
menyelenggarakan fungsi:
a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program keija Sub

Bidang Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
b. mengkonsep perumusan kebijakan di Sub Bidang Pembinaan

Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
c. pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang Pembinaan Ideologi Dan

Wawasan Kebangsaan;
d. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Kelompok

Sub-Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Sub Bidang Pembinaan Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan terdiri
dari:
a. Kepala Sub Bidang Pembinaan Ideologi Dan Wawasan

Kebangsaan; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan Ideologi
Dan Wawasan Kebangsaan.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesiJfik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bidang Pembinaan Ideologi
Dan Wawasan Kebangsaan.

(6) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

Pasal 453B

(1) Sub Bidang Pembinaan Bela Negara Dan Karakter Bangsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (3) huruf c mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Sub Bidang Pembinaan Bela
Negara Dan Karakter Bangsa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Sub Bidang Pembinaan Bela Negara Dan Karakter Bangsa
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan program keija Sub Bidang

Pembinaan Bela Negara Dan Karakter Bangsa;
b. mengkonsep perumusan kebijakan di Sub Bidang Pembinaan Bela

Negara Dan Karakter Bangsa;
c. pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang Pembinaan Bela Negara Dan

Karakter Bangsa;
d. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Sub Bidang

Pembinaan Bela Negara Dan Karakter Bangsa; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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( •*) Hub lildnng Pomblnnim Unlit Negara Dan Karakter Bangaa terdiri dari:
11 Kopula Hub lildang Pomblnaan Bela Negara Dan Karakter Bangaa ;

(Ian
b < Jabatan Polnkanna ,

(' I ) Jabulen IVIakamia Mobugalmnna dimnkaud pada aya l (3) huruf b
bni’Uinggung Jawab knpmln Knpala Hub Didang Pembinaan Bela
Negara Dan Karaklnr Bangaa ,

($) Jubntun Pnlakaana anbagalrnana dimakaud pada ayat. (4)
melukaanakun lugaa pelayonan udmlniBlrntif, tugaa teknis yang
bnruifnt iiinum, aorta tugaa tcknla yang beraifat apeail'ik dalam
ponyelonggaraan lugaa dan fungal Sub Bidang Pembinaan Bela
Negara dan Karakter Bangaa,

(0) Jumlah (Ian Jcnla Jabatan Pelakaana aebagaimana dimakaud pada
ayat (5) dltolapkan bcrdaaarkan analiaia jabatan dan analisis bcban
kcrja,

27, Ketentuan Paaal 457 dlubah aehinggu berbunyi acbagai berikut:

Puaul 457

( 1 ) Kecamatan mcrupakan wilayah kcrja Camat acbagai Pcrangkat
Ducrah Kabupaten.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bcrkcdudukan dibawah dan
bcrtanggung jawab kcpada Bupati.

28. Ketentuan Paaal 461 diubah achingga berbunyi acbagai berikut:

Pasud 461

(1 ) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugaa pokok
melakaanakan uruaan ketatauaahaan , aurat menyuratdan kearsipan,
uruaan rumah tangga kecamatan .

(2) Untuk melakaanakan tugaa aebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , menyelenggarakan fungsi:
a. melakaanakan ketatausahaan, pengembalian, pengiriman,

pencatatan, penarikan dan pcngendalian aerta penyuaunan arsip;
b. mengatur penyediaan dan diatribusi alat tubs kantor;
c. menyelenggarakan uruaan rumah tangga kecamatan, kebersihan,

keamanan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang
rapat, rumah dinaa dan kendaraan dinas;

d . melakaanakan pengclolaan administrasi barang inventaris,
rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran, penyimpanan,
penggunaan , perawatan, dan pendistribusian barang inventaris;

e. membantu melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
f. menyiapkan bahan penyusunan organisasi dan tata laksana

sekretariat;
g. mengkoordinasikan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan;
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h. melaksanakan pengelolaan administrasi penyusunan formasi
pegawai meliputi formasi kebutuhan kenaikan pangkat,
pemberhentian / pemindahan wilayah pembayaran gaji;

i. melaksanakan pengelolaan administrasi usulan mutasi pegawai,
meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam pangkat,
pemberhentian dan pensiun;

j. melaksanakan pengelolaan administrasi usul penyelesaian kartu
pegawai, kartu istri /suami, asuransi kesehatan, tabungan
pensiun, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan;

k. menyiapkan bahan pedoman dan pengembangan kineija pegawai;
l. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Kepegawaian;
m. Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Keija (ABK); dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari:

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Jabatan Pelaksana

(4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

(7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

29. Ketentuan Pasal 462 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 462

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan,
pembukuan, verifikasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan
kecamatan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan pembukuan dan perhitungan

anggaran;
b. melaksanakan verifikasi terhadap bukti pengeluaran/surat

pertanggungjawaban keuangan;
c. melaksanakan penyiapan bahan dan penyelenggaraan pembinaan

administrasi keuangan dan pembendaharaan;
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d. menyiapkan bahan usulan pengangkatan/pcmberhentian pejabat
pongguna anggoran, alasan langsung bendaharawan dan

bendaharawan;
e. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran;
f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

Sub Bagian Keuangan;
g. menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), Penetapan Kineija dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.
(3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
b. Jabatan Pelaksana

(4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.
(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan.

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan.

(7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

30. Ketentuan Pasal 463 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 463

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
umum, desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan
sipil, sosial ideologi negara, organisasi kemasyarakatan dan lembaga
kemasyarakatan dalam lingkup kecamatan.

(2) Uraian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman dan

kebijakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum,
desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil,
sosial ideologi negara, organisasi kemasyarakatan dan lembaga
kemasyarakatan dalam lingkup kecamatan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan.
pemantauan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan administrasidesa/kelurahan,umum,
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kependudukan dan catatan sipil, sosial ideologi negara, organisasi
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dalam lingkup
kecamatan;

c. melaksanakan cvaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan
pemerintahan
kependudukan dan catatan sipil, sosial ideologi negara, organisasi
kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dalam lingkup
kecamatan;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pemerintahan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Pemerintahan, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan.

(7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

administrasidesa/kelurahan,umum,

31. Ketentuan Pasal 464 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 464

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan program pembinaan perekonomian masyarakat
desa/kelurahan, produksi, distribusi, usaha kecil, koperasi,
perbankan, perkreditan, lingkungan hidup, pembangunan
masyarakat desa/kelurahan, fasilitas umum, pertanian, perkebunan,
perikanan, petemakan, kehutanan, usaha informasi dalam lingkup
kecamatan.

(2) Uraian tugas Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman dan

kebijakan pembinaan perekonomian masyarakat desa/kelurahan,
produksi, distribusi, usaha kecil, koperasi, perbankan, perkreditan,
lingkungan hidup, pembangunan masyarakat desa/kelurahan,
fasilitas umum, pertanian, perkebunan, perikanan, petemakan
lingkup kecamatan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan,
pemantauan, pengendalian dan fasilitasi penyelengaraan
perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi, distribusi,
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usaha kecil, koperasi, perbankan, perkreditan, lingkungan hidup,
pembangunan masyarakat desa/kelurahan, fasilitas umum,
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dalam lingkup
kecamatan;

c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan
perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi, distribusi,
usaha kecil, koperasi, perbankan, perkreditan, lingkungan hidup,
pembangunan masyarakat desa/kelurahan, fasilitas umum,
pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dalam lingkup
kecamatan;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pembangunan; dan

e. melaksanakn tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Pembangunan, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pembangunan; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pembangunan.

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesilik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pembangunan.

(7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

32. Ketentuan Pasal 465 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 465

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan program pembinaan pelayanan bantuan sosial,
kepemudaan, peranan wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan,
kebudayaan serta kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.

(2) Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman dan

kebijakan pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan,
peranan wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan
serta kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan,
pemantauan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan
pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga,
keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat
dan keluarga berencana;
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c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelcnggnrmin
pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanitn, olahragn,
keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan maayarakat
dan keluarga berencana;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pclaksanaan kcgiatan
Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai
ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjavvab kepada Camat.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat.

(7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

33. Ketentuan Pasal 466 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 466

(1) Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai
tugas pokok menyusun pedoman teknis di bidang penertiban, polisi
pamong praja dan melaksanakan program pembinaan umum dan
perizinan serta pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia
satuan perlindungan masyarakat.

(2) Uraian tugas Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman teknis di

bidang penertiban, polisi pamong praja dan melaksanakan program
pembinaan umum dan perizinan serta pelaksanaan peningkatan
sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat di lingkup
kecamatan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan,
pemantauan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan
penertiban, polisi pamong praja dan melaksanakan program
pembinaan umum dan perizinan serta pelaksanaan peningkatan
sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat di lingkup
kecamatan;

c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelengaraan
penertiban, polisi pamong praja dan melaksanakan program
pembinaan umum dan perizinan serta pelaksanaan peningkatan
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mmihci dnvu iitimmilit MMIUMM pcilliidtmgim ntMSynrnknt ( II lingkup
ktfcttMltlltlll

t| UWmVlilplum hidum CVrtltliud ilnn pclnpornlt prlnknutiuim Uof^lntnn
MCKMI Kclcrllhim Ummn dim IVrHniUmgrin Mimynrakal ; dim

c mclnkMiUudum Itigim Inin vimg dlbcrlkim oleli nliiHim scsuui
kctcnltnm vimg bcrlnku

(3) Sck«l Kclcrtlbttll Ummn dim IVrllmlungim Mnsyarakut , tcrdlri duri :
n Kcpidtt lick'd kclnIlium Unniin dim IVrlliulmiguii Mnavurukat; dan
lv dahntan IVInkmmn

11| Mckwl kctcillhim Ummn dim IVrllndmiKim Muuyurukul scbaguimnna
dlmnksud pada aval (J) luimf a dlplmpin nloli Kopala Seksi yang
hcrndu dl hmvah dan hcilimggmig|mvnb kepmln Carnal .

( ft) dnhnlan IVlakaana Mclmgalmimu dlmaluanl pada aval (3) Iniruf b
hcilimggmig |awab krpntln Krpala Sakai Krlrrtllmn Umum dan
IVrllmlungim Miwyarnkul ,

(n) dalmlan IVIakaunn Mahngnlnumn dimakHud pada uyat (5)
uu'laknimaknn logon pclayimnu adminialraiir. lugus tcknis yang
barallhl minim , acrln logon Irknla yang bcrslfol spcsifik dalam
penvclcnggoiaim Ingaa dan fungal Sakai Ketcrtiban Umum dan
IVrllndmigan Maavarakal .

(7) dmidab dan Jenin Jabatan IVlakaana aobagaimana dimaksud pada
uyat (!') dllolapkan brrdaaai'kan anallaia jabutun dan unulisis bcban
kcija

3-1 , Kotontunn I’anal 467 dlilbah arldngga berbunyi aobagni berikut:

Pnanl 467

( 1 ) Sakai IVnnnggulnugan Bcncana mcmpunyai tugas pokok
mclakaimakim koordinaai dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan,
pcnanganan dan pannnggulangan aorta bantuan bencana, gangguan
dim nncnnmn Imlmya di lingknp kccamatan.

(2) Uraian Ingaa Sakai Pcnanggulangan Bcncana adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan pcnyuaunan percncanaan, pedoman teknis

pclnkannann koordinaai dan fnsilitnsi pelaksanaan kesiagaan,
pcnanganan dim pcnanggulangan serta bantuan bencana,
gangguan dan ancaman bahaya di lingkup kccamatan;

b. menyiapkan bahan dan mclaksanakan pembinaan, bimbingan,
pemantaunn pengcndnlian dan fasilitasi penyelenggaraan
koordinaai dan Iaailitasi pelaksanaan kesiagaan, penanganan dan
pcnanggulangan serta bantuan bencana, gangguan dan ancaman
bahaya di lingkup kccamatan;

c. mclaksanakan cvaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan
koordinaai dan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan, penanganan dan
pcnanggulangan serta bantuan bcncana, gangguan dan ancaman
bahaya di lingkup kccamatan;

d. menyiapkan bahan cvaluasi dan pclaporan pelaksanaan kegiatan
Scksl Pcnanggulangan Bcncana; dan
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e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Penanggulangan Bencana, terdiri dark
a. Kepala Seksi Penanggulangan Bencana; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Seksi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penanggulangan Bencana.

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Penanggulangan Bencana.

(7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

35. Ketentuan Pasal 468 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 468

(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah
kelurahan pada wilayah kecamatan dimana kelurahan tersebut
berada.

(2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku
perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat di
wilayah kecamatan dimana kelurahan tersebut berada

36. Ketentuan Pasal 471 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 471

(1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkup kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat keluarahan menyelenggarkaan fungsi:
a. melaksanakan ketatausahaan, pengembalian, pengiriman,

pencatatan, penarikan dan pengendalian serta penyusunan arsip;
b. mengatur penyediaan dan distribusi alat tulis kantor;
c. menyelenggarakan urusan rumah tangga kelurahan, kebersihan,

keamanan dan perawatan kantor, pengaturan penggunaan ruang
rapat dan kendaraan dinas;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang inventaris,
rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran, penyimpanan,
penggunaan, perawatan, dan pendistribusian barang inventaris;

e. membantu melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;



«14-

f- menyiapkan bahan penyusunan pembukuan dan perhitungan
anggaran;

g- melaksanakan verifikasi terhadap bukti pengeluaran/surat
penanggungjawaban keuangan;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan penvelenggaraan pembinaan
adminiscrasi keuangan dan pembendaharaan:

i. menyiapkan bahan usul pengangkatan / pemberhendan pejabat
langsung bendaharawan danpengguna anggaran. aiasan

bendaharawan;
j. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran;
k. melaksanakan pengelolaan adminiscrasi kepegawaiarr.
l. menviapkan bahan pedoman dan pengembangan kineija pegawai;
m. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiacan kelurahan; dan
n. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai

dengan ketencuan yang beriaku.
(3) Sekrecariat Kelurahan. cerdiri dari;

a.Sekretaris Lurah; dan
b.Jabacan Pelaksana

(4) Sekreiaiiat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayac (3) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Lurah yang berada di bawah dan
bercanggungjawab kepada Lurah.

(5) Jabacan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bercanggung jawab kepada Sekretaris Lurah.

(6) Jabacan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administrarif, tugas teknis yang
bersifat umum. serta tugas teknis yang bersifat spesihk dalam
penvelenggaraan tugas dan nmgsi Sekrecariat Kelurahan.

(7) Jumlah dan jenis Jabacan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayac (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

37. Ketentuan Pasal 472 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 472

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam
bidang pemerintahan yang meliputi menghimpun dan mengplah data
wilayah. kearsipan. kependudukan. ketentraman.
masyarakat serta membantu pelaksanaan pemilihan umum.

(2) Uraian tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan. pedoman dan

kebijakan dalam bidang pemerintahan yang meliputi menghimpun
dan mengolah data wilayah. kearsipan. kependudukan.
ketentraman. ketertiban masyarakat serta membantu pelaksanaan
pemilihan umum:

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan. bimbingan.
pemantauan. pengendalian dan fasilitasi penvelenggaraan dalam

ketertiban
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bidang pemerintahan yang meliputi mcnghimpun dan mcngolah
data wilayah, kearsipan, kepcndudukan , kctentraman , ketertiban
masyarakat serta membantu pelaksanaan pemilihan umum;

c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan
dalam bidang pemerintahan yang meliputi mcnghimpun dan
mengolah data wilayah , kearsipan , kepcndudukan , kctentraman ,
ketertiban masyarakat serta membantu pelaksanaan pemilihan
umum;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Pemerintahan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi Pemerintahan, terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
b. Jabatan Pelaksana

(4) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan.

(6) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang
bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan.

(7) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban
keija.

38. Ketentuan Pasal 473 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 473

(1) Seksi Kesra, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam bidang ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan peningkatan
sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat.

(2) Uraian tugas Seksi Kesra, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman teknis di

bidang ketertiban umum, dan melaksanakan program pembinaan
umum serta pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia
satuan perlindungan masyarakat di lingkup kelurahan;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan,
pemantauan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan
penertiban dan melaksanakan program pembinaan umum serta
pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan
perlindungan masyarakat di lingkup kelurahan;

c. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan
penertiban, dan melaksanakan program pembinaan umum serta
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pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan
perlindungan masyarakat di lingkup kelurahan;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan yang berlaku.

f. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pedoman dan
kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial dan penanggulangan
bencana yang meliputi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan
bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olahraga,
keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat dan
keluarga berencana, serta penanganan dan penanggulangan serta
bantuan bencana, gangguan dan ancaman bahaya di lingkup
kelurahan;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan,

pemantauan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan dalam
bidang kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan pembinaan
dan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita,
olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan
masyarakat dan keluarga berencana, koordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan kesiagaan, penanganan dan penanggulangan serta
bantuan bencana, gangguan dan ancaman bahaya di lingkup
kelurahan;

h. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan
dalam bidang kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan
pembinaan dan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan
wanita, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta
kesehatan masyarakat dan keluarga berencana dan fasilitasi
pelaksanaan kesiagaan, penanganan dan penanggulangan serta
bantuan bencana, gangguan dan ancaman bahaya di lingkup
kelurahan;

i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Bencana; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
ketentuan yang berlaku

(3) Seksi Kesra, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri
dari:
a. Kepala Seksi Kesra, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat; dan
b. Jabatan Pelaksana.

(4) Seksi Kesra, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala
Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(5) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Kesra, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat.
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39. Ketentuan Pasal 474 diuhah sehingga hrrhunyl sebiignl linriUui :

P«*wl 474

(1) Seksi 1-Ymbangunan mempuuyal tugas pnknk memh/inlu Luruli d/d/im
bidang pembangunan yang meliputi iiH'iigblnipnii dan mengolah data
pembangunan, membina pengm/alm ekonomi lemah, pmiingkainu
swadaya dan partisipasi masyarakat , menyiapkan Indian musynwnnili
Lembaga Ketahanan MaayaraUal Demi ntau dengmi sebumii lain,
menyusun laporan pdakannaan pemhnngunnn dl kdurahan.

(2) Urnian tugas Seksi Pembangunan adalah sebagnl bcrlkul :
a. menyiapkan bahan penyuaunan perencanaan, podoman dan

kebijakan dalam bidang pembangunan yang meliputi incnghlmpun
dan mengolah data pembangunan, niembina pcnguauha ekonomi
lemah, peningkatan swadaya dan partisipusi musyurakat,
menyiapkan bahan muaynwarnh Lembaga Ketahanan Maayamkni
Desa atau dengan sebutan lain, menyusun laporan pelnksanijnn
pembangunan di kelurahan;

b. menyiapkan bahan dan melakaanakan pembinaan, bimbingan,
pemantauan, pengendalian dan fnsililnsi penyelenggaraun dalam
bidang pembangunan yang meliputi menghimpun dan mengolah
data pembangunan, membina pengusaha ekonomi Icmah,
peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat, menyiapkan
bahan musyawarnli Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau

dengan sebutan Inin, menyusun laporan pelaksanaan
pembangunan di kelurahan;

c. melaksanakan evaluasi dan moniloring terhadap penyelenggaraan

dalam bidang pembangunan yang meliputi menghimpun dan
mengolah data pembangunan, membina pengusaha ekonomi
lemah. peningkatan swadaya dun partisipasi masyarakat,
menyiapkan bahan musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat

Desa atau dengan sebutan lain, menyusun laporan pelaksanaan

pembangunan di kelurahan;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelnporan pelaksanaan kegiatan

Seksi Pembangunan: dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleli atasan sesuai

ketentuan yang berlaku.
(3) Seksi Pembangunan, terdiri dari:

a. Kepala Seksi Pembangunan; dan
b. Jabatnn Pelaksann
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(4) Seksi Pombangunan sobagaimana dimakaucl pada ayat (3) huruf a
dipimpin olch Kopala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Lurah.

(5) Jabalan Pelaksana sobagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
bortanggungjawab kepada Kopala Seksi Pombangunan.

(6) Jabalan Pelaksana aobagainmna dimaksud pada ayat (5)
mclaksanakan lugaa pelayanan adminislratif, lugas leknis yang
bersifat umuni, serta tugas leknis yang bersifat sposillk dnlnm
penyelenggaraan tugas dan (Imgsi Seksi Pembangunan.

(7) Jumlah dan jenis Jabalan Pelaksana sebagaimana dimaksud padu
ayat (5) ditetapkan berdasarkan analisis jabalan dan analisis beban
kerja.

Pusul II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dnlnm Berita Dacrah Kabupatcn Lampung
Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal /£ fpbrWTi 2024

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Diundangkan di Kotabuira
pada tanggal /̂ fekflAn 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR /
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